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-, BADAN urgam
BOROBUDUR
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
SINERGITAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR : T.HK.02.02/07 /BPOB /2022
NOMOR : 8 Tahun 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua

Puluh Dua (14-6-2022) di Kebumen, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

[ INDAH JUANITA : Jabatan Direktur Utama Badan Pelaksana
Otorita Borobudur, berdasarkan Keputusan
Menteri Pariwisata Nomor
KM.5/KP.403/MKP/2018 tentang
Pengangkatan Direktur Utama Badan
Pelaksana Otorita Borobudur, berkedudukan
di Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru,
Gondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pelaksana Otorita Borobudur, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

I ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah,
berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1
Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan
Menteri dalam Negeri Nomor 131.33-280
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Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi
Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk
dan atas mnama Pemerintah Kebumen
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2017, yang organisasi dan tata kerjanya diatur di dalam Keputusan
Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelaksana Otorita Borobudur;

bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Badan
Pelaksana Otorita Borobudur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Pusat yang diberi tugas untuk melaksanakan perencanaan,
pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita
Kawasan Pariwisata Borobudur;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang
memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
Kabupaten Kebumen;

bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata diperlukan sinergi kebijakan
antar pemangku kepentingan sektor pariwisata sesuai Arahan Presiden
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; dan
bahwa peningkatan sektor pariwisata dapat mempercepat penerimaan devisa
negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan:
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10.

11

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis
Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola
Kawasan Pariwisata Borobudur;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun
2017-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Percepatan Pengembangan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai pedoman bagi

pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

dalam rangka Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di

Kabupaten Kebumen dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

a. memperkuat koordinasi dan sinergi kebijjakan dalam rangka percepatan
pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. memperkuat koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pengembangan
pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian serta implementasi
program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

c. menetapkan landasan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata dan
pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen dan

Kawasan Pariwisata Borobudur.

BAB 11
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pelaksanaan kerja sama
pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen dan
Kawasan Pariwisata Borobudur.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu:

a. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. pengembangan infrastruktur pariwisata;

c. pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor pariwisata;

d. peningkatan kawasan perdagangan dan UMKM;
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(1)

(2)

(3)

e. penanganan dan pelayanan kesehatan;

f. peningkatan kapasitas pelaku wisata melalui Badan Usaha Milik
Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Masyarakat Desa;

g. pengembangan moda transportasi;

h. peningkatan Agrowisata di kawasan pariwisata;

i. pengembangan jaringan internet di kawasan pariwisata; dan

J. perizinan dan kemudahan berusaha;

BAB 111
PELAKSANAAN
Pasal 3

Penyusunan perencanaan dan implementasi program oleh PARA

dilakukan atas dasar:

a. pokok-pokok kesepakatan strategi kebijakan pengembangan
pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan ditetapkan bersama

rapat koordinasi;

Desa,

PIHAK

sektor
dalam

b. usulan rekomendasi kebijakan lanjutan dan faktor pendukung lainnya

terkait upaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif pada rapat koordinasi; dan
c. penguatan data dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut

dalam

Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan yang mengatur lebih lanjut tentang

rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban
PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PARA

akan

dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas

pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
RENCANA KERJA
Pasal 4

Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Rencana
Kerja.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan

Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas
dasar kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang
dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku
Kesepkatan Bersama ini berakhir.

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang
bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan
maksud tersebut sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena
jangka waktu berakhir, tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab
PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
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(5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada

kebijakan baru Pemerintah dan adanya peraturan perundang-undangan

baru yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan
Bersama ini dengan adanya pemberitahuan kepada PARA PIHAK.

(6) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh PARA
PIHAK secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan

Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, wewenang,

dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan

disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau

jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK

sebagai berikut:
a PIHAK KESATU

Unit Kerja

Alamat

Telepon /Faksimile
Email

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita
Borobudur
Badan Pelaksana Otorita Borobudur

: Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru,

Gondokusuman, Yogyakarta
(0274) 2924834 /(0274) 5015052
otoritaborobudurtagmail.com
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(2)

(1)

(2)

b PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 62
Telepon/Faksimile : (0287) 381988/(0287) 38198
email : disparbud.kebumen(agmail.com

Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib
diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari

kerja.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam
Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian
Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan

diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
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i BAB IX
’ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

l Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh
| PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada
| awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar
bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK | | PIHAK II

=
o




17

IIAYHID | [ AYHId
uep ‘uejenfuag - JReary ruouoyy Inpngolog Bureg
N+ M+ M+ YJnean ruouoys uep ejesmtred uep elesmued eAe( BILI010) eliay
eyesn nyepd ueynepd  1sejupse, - [ Jequng ueduequiaBudd | euesyedd uepeqg uetluelisg | 1
8 L 9 S L4 € 4 I
ve0z | €20T | 2Teoz nfue]
uerelf) ey reI9 [, 3eyld "ON
unye], Aepull

NHNNEEN NELVANEVY HVINI[IENEd NVA dNANEO0A0H VLIRAO.LO VNVSMVTId NVAVE VIVLINY VAEN VNVONHTY

TWT unuol § : JOWON

ot (9042 1 €0/ T0°10 WL : JONWON

ALLVERI INONOME NV VLVSIMINVI
NVONVENAONId NVIVAAONAd  SVLIDVANIS
ONV.INAL

NAWNEGEN NALVINEVY HV.INI[NANED

NVAd dNaNgod0d  VIRIOLO  VNVSMVTAd

NVAVE VIVINY VAVSAEE NVIVIVdESHM
NVAIdAVT

01




IIAVHId | | XYHId
N+ M+ M+ ueunguequad UBBURIUII] elesmired anpnuseqyuy | euesyepq uepeqg uerlueling | 'z
‘[euoIsTpRI] _
M+ N+ M+ UBTUISI sejuad /1syene Iselisey |
‘efepnq 1uss ueduequuaiuag ueelepnqay] h
‘ueejesmrredas 1usad ueSuequaiuad _
‘g0dd _
M+ M+ M4+ | ueBusp  jmean] [wouoda  ‘[euolsipen
UBIUISOY ISYBIE ‘JUaA9 ‘BlESIM ISBUNSIP 7
ueresewad uep 1sowoid eweseldy UBIESBUWD] ”
‘BlESIM A
iseunsap uefuequafuad Inpnusesyul
forie P M+ ‘ejes elESIM ISRUNSI(]
iseunsap ueduequaduad uep IseIISe uefuequaluag ueeARpngay] |
‘ejesmLed eyesn ueedequia(ay uep elesmiLed
ueeleplaquad /uefuequaduad seul(] uedusp
8 L 9 S L4 € , 4 [
v20T | €20Z | 220z N it RS A infuer ON
unye], Hepull

1T




IIAVHId | | AYHId
‘ejesmired uesemey 1p ueSueSepiad ueduedep.tad BILI010) | el1ay]
M+ M+ M+ ’ r . .
yesnd ueejeuad uwep ueSuequaiusg uesemey ueunSuequad | euesye[Rd uepeqg uelluellnd | ‘¢
el1ay edeus], 7
eyesmLred 10139s el1ay seul(] ueduap A
M+ M+ N+ | BBeua) ueynepad sexynIss ueeuesyeRd mpngqolog eureg
‘ejesmLred 1033as ynjun Iein{as el1ay efeua) sejisedey] BILI010) | el1ay]
jeyeredsew wrep eloy efeus) ueyned ueduequadua | euesyE[dd UBpRfH | uelluelng | ‘¢
ampnqolog] ejesmired |
uesemey Junmynpusw Jued siFojens
uesemey nies mefeqes yede(m Juens Fueny M
BlEe] euedual ueunsniAuad sensisulg ueBlBUS{ UBp
fejesmm wnuw ueeliasd
iseunsap nMmusw  weel ueunfuequag seul(] ueduap
‘uesfunjunduau inpnqoJlog BUIeS
Surpes eSFuryas 1sRIFULIA] INPnaseryul eLI010) el1oy]
8 L 9 S 14 € 4 !
v20T | €20T | e0T nfue]
uerelf) e eRId ], eyld 'ON
unys], Fepull,
(4}




1

I AYHId | | MYHId
depeysa) ueresewad sasye UuBLIAqUS] |
Smews) ueynepad uedusp ynpoid W
sejeny uep WAS ueleSuruad edniaq
uawingay uagednqey 1p  ejesmred _
frie A M+ uesemey Ip AMNAN  ueSuequafusg
‘ueresewad V
uep synpoixdiaq werep WMNN sensedey WMNN veduequaduad “
ueduequafuad uep uejeyduruag uep uejeyduruag
yeSusuapy |
uep 199} |
eyes) 1setadoy] |
‘ueduedepiad
‘UBLNSNPULIY{ |
aoe[d 193 rew sBUI(] ueduap
- mePw  ueresewad ueluequaBusg inpnqolog ewreg
8 L 9 S t € 4 I
v20T | €20T | TT0T werean LR ool eud | nfuer -
unye], HepuLL




IIAVHId | | MYHId
elesim  nyefed jeyeredsewr selnsedey ueesapJad Bl110]1() | el1ay]
M+ M+ M+ uejeduruad uep uefurdurepusg uesemey Blesim  BSa(] | euesye[dd uepegq | uerluelng | ‘9
BUBOUAIIE |
edrenpoy |
wep  Smpnpuaq
uelepuaduad |
M+ M+ M+ ‘uejRINIEplemESSy ueueiueusd ‘uereyasay
‘uejeyasay seuI(] ueduap
ueuedlepd  sejsedey  uespeyduiuap anpnqolog eureg
‘uawngay] uajednqgey 1p ejesmrred uejeyasay ueuelerad BILI010) eliay
uesemey reinjas Ip orwapids ueuedueuad uep ueuefueuad | euesyed uepeqg uellueliag | ‘¢
‘uauIngay|
uajednqey 1p  eesmued  uesemey
uep gOdg BaIe Ip ynsew jnun NWMNNN
reisuajod uep uemdFun nposd-ynpoid _
8 L 9 S 4 € _ 4 I
v20z | €20T | 2eoz n— s— T v infue ‘ON
unge], | epulL

14"




I AVHId | | MYHId
‘ueyt uep
ueiny/ UBWEUR] ISBAIISUOY Mnjun Jiqig
‘1sejues ueueyusd uep
uep yislaq Jre  ‘ueyge| Inpnaseryur ueinePy ‘dnpry
M+ M+ M+ ‘Isejues ueBunsjdur]
uep ‘yisiaq Jre  ‘ueye| ISBAISUOY seul(] ueduap
‘reyeduresiad Inypnnseul 1exeIeiSe) anpnqoJlog] eureg
: eAuerejuerp ueeABpIaqUId] uep BJLI010 eliay
ejesmired  uesemey 1p  ueueSuBUS{ - | BlESIMLIE] Innnselu] | euesye[dd uepeg ueillueling | L
‘uawInga)] uajedngey] 1p eresm
esop ueduequeaduad yniun eSa(] Iejue Bsa(
ewesel1oy ueduidwrepuad uep Isejisey uep jexereisepn
‘esa(] ueieYRIRASRIIIY] ureAeplaquiag
efequo uep eweslag esa(] I[N eyesn seul(] ueduap
uepeg] ‘esa(] NI BYes uepeqg mrepuw inpngqolog] eureg
8 L 9 S 14 € 4 I
20T €202 ze0e weresny PP L e infue] ON
unye], HepulL




I HYHId | | MYHId
Uep Uerwelay
seur(] ueSuap |
M+ M+ M+ mpngqolog eweg
‘uawngay udednqey ejesmired uesemey | ejesmnred uesemey 1p Bl1010) el1ay]
yederm  1p  eesmoafe  ueelesSurusd | elesmoldy ueleySuiusd | euesyepd uepeg uerluelnd | ‘6
uedunqnuiad
“ejesmrred UBp UBWIYNULIa]
uep wnwn ueinydue ueerepuay ¥y 1N - uesemey|
‘ueel vevewrefuad seidreg - ‘meyewWInIad
M+ M+ i {sequIl N[e| nquel-nquey - seui(] uefuap
‘wnuwn uerel uvefuerauad nduwre] - anpngotog ewreg
‘ejes BILI010) eliay
3oAqo rmedures ueynSue  SeJANNIUOY - 1seurodsues] epoy | euesyead uepeqg ueilueliag | ‘g
| ‘ueueyLIad uep yedures ueeoppduad
ynun jexeredisew ueefeplaqua -
8 L 9 S 4 € 4 I
tZ0z | €20T | TToz — — R nfue -
unyel HepulL

9t




Il XVHId | | MYHId
"(INDId) weBuny@ury eurg njeg npedia],
ueenIuRy weldold eBYES UBBNIUY ueueie[ad |
‘eyesniag ueyepnuway uep PO |
ueurziad Iselise] ewrese 193] uBwWeuBUSJ
Mao | Me | M |
{neany nuouoy? seul(] uedusp
uep ejesmured sowoxd eureseliay] mpngoog eureg
{mean| nuoouoys uep ejesmired BUESNII( UB RPN BILIOI0 el1ay]
isesoaur  ueSuequaduad  eureseliay] uep UBUIZLIY] | euesye[aqd uepeq uetluelind | ‘11
(» exneuLoju]
uep ISeqIunuoy| |
seul(] ueduap
Meo| Me | M |
mpngqolog euwreg
"BIESIM ISEYO[ IP ISENIUNWON PuIul BlL1010) el1ay
uefurrel ueepeAuad uep uelendusq | ueduurel ueduequoBua | euesyed uepeq uelluelidd | 01
uedue |
8 L 9 S L4 € 4 I
v20Z | €20 | TT0T infue]
usreln La1eN reNI9 L, eyld "ON
unye], Aepull

L1




Il AVHI | | AVHId a
,O ” FMNNH NVIOVYE H3T0
v | | [ LTI HUTEL SYNIC HWISVYN ViVLY
J y
il | ! 3
OINVAIOAS,
\ Y-
‘vna
(M) 33191 adO
(+) Inpnqolog BILI010) BUBSY B[94 UBpeg
PN/ + uedueldndy]
[« nuLd
8 L 9 S b € 4 T
vZ0T | €TO0T | TTOT nfuer |
uerea() Mt wesIa L eyld ON
unyey, epurl

8T




